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ABSTRACT

This study is motivated by the limited number of studies examining the
application of ISAK 16 in the recognition of concession assets in the port services
and dredging sector, despite the fact that this issue affects the reliability of
financial statements and audit credibility. The objective of this study is to analyze
the practices of applying ISAK 16, identify the emerging problems, and assess the
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research participants consist of five informants selected through purposive
sampling, including management, accounting staff, and auditors. Data were
collected through semi-structured interviews and a review of audit
documentation, and subsequently analyzed using thematic analysis to identify
patterns and the root causes of issues in the implementation of the standard. The
results indicate that the company continues to recognize concession assets as
property, plant, and equipment due to considerations related to financial ratio
stability and limited understanding of ISAK 16. Audit recommendations have not
been fully implemented due to the absence of explicit internal policies governing
the accounting treatment of concession assets. These findings reinforce asset
control theory, which emphasizes that asset recognition should be based on
control over economic benefits rather than legal ownership, and support
accounting compliance theory, which highlights the influence of organizational
factors on standard implementation. This study concludes that non-compliance
with ISAK 16 arises not only from technical aspects but also from behavioral and
institutional factors. The findings imply the need for enhanced professional
accounting capacity and updated accounting policies to strengthen compliance
with accounting standards.

Pendahuluan

Penerapan standar akuntansi mengenai aset konsesi merupakan salah satu isu penting
dalam praktik akuntansi sektor publik dan jasa di Indonesia. Sejak diterbitkannya
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, banyak
entitas bisnis yang menjalin kerja sama dengan pemerintah dihadapkan pada tantangan
dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas aset yang dikelola (Ikatan Akuntan
Indonesia, 2012). Menurut ISAK 16 paragraf 5, aset konsesi adalah aset yang digunakan
operator untuk menyediakan jasa publik berdasarkan perjanjian dengan grantor
(pemerintah), di mana pemerintah mengendalikan jasa yang diberikan serta manfaat
ekonomi residual dari aset tersebut. Artinya, meskipun operator membangun dan
mengoperasikan aset tersebut, aset tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap, melainkan
sebagai aset keuangan atau aset tidak berwujud tergantung pada bentuk imbalan yang
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diperoleh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Secara nasional, penerapan ISAK 16 masih menghadapi berbagai hambatan. Laporan
Indonesian Accounting Review menunjukkan bahwa 47% entitas yang menjalankan proyek
kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) belum sepenuhnya menyesuaikan
kebijakan akuntansinya dengan ketentuan ISAK 16 (Achmadi & Khaqiqi, 2021; Samawati,
2021). Ketidaktepatan pengakuan aset konsesi dapat menimbulkan salah saji material dalam
laporan keuangan, khususnya dalam hal klasifikasi aset, amortisasi, dan pengungkapan nilai
residu. Kondisi ini berpotensi menurunkan reliabilitas laporan keuangan dan menimbulkan
perbedaan interpretasi antara manajemen dan auditor.

Fenomena serupa juga terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan
kepelabuhan laut dan pengerukan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, perusahaan seperti
PT Samudera Jaya Bahari (nama samaran) menjalankan aktivitas jasa pandu dan tunda
kapal, pelayanan tambat, serta pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran melalui
perjanjian konsesi dengan Kementerian Perhubungan. Dalam praktiknya, perusahaan
tersebut mencatat seluruh infrastruktur pelabuhan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16,
padahal secara substansi aset tersebut dikendalikan oleh pemerintah dan akan diserahkan
kembali setelah masa konsesi berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai
kesesuaian penerapan standar akuntansi dan tanggung jawab auditor dalam memastikan
kepatuhan terhadap ISAK 16.

Menurut teori pengendalian aset (control approach) yang dikemukakan Scott (2019),
pengakuan suatu aset dalam laporan keuangan harus didasarkan pada pengendalian
manfaat ekonomi dan risiko atas aset tersebut, bukan semata-mata pada kepemilikan
hukum. Dalam konteks perjanjian konsesi, pemerintah tetap menjadi pihak yang
mengendalikan jasa dan manfaat residu aset, sementara perusahaan hanya berhak atas
kompensasi selama masa kontrak. Dengan demikian, secara konseptual perusahaan
seharusnya mengakui aset konsesi sebagai aset tidak berwujud, bukan sebagai aset tetap. Di
sisi lain, teori kepatuhan akuntansi (compliance theory) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan
terhadap standar akuntansi sering kali disebabkan oleh faktor non-teknis, seperti rendahnya
pemahaman manajemen terhadap regulasi baru, tekanan kinerja keuangan, dan minimnya
pengawasan auditor (Dewi et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai penerapan ISAK 16 telah banyak dilakukan di sektor
infrastruktur dan energi. Isnandi dan Riyadi (2024) meneliti penerapan ISAK 16 pada
proyek jalan tol dan menemukan bahwa sebagian besar operator masih menggunakan
pendekatan aset tetap untuk menjaga stabilitas rasio keuangan. Sementara itu, Platias et al.
(2025) mengkaji entitas energi dengan model build-operate-transfer dan menemukan
perbedaan interpretasi antara auditor dan manajemen terkait hak pengendalian aset.
Namun, penelitian mengenai penerapan ISAK 16 di sektor kepelabuhan laut dan pengerukan
masih sangat terbatas, padahal karakteristik aset, masa konsesi, dan struktur imbalannya
berbeda signifikan dibandingkan sektor lain.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memperluas kajian mengenai penerapan ISAK
16 melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kesesuaian perlakuan akuntansi
terhadap standar, tetapi juga mengintegrasikan perspektif teori pengendalian aset dan teori
kepatuhan akuntansi dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan akuntansi.
Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menganalisis penerapan ISAK 16 dari aspek
kepatuhan terhadap standar dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, tanpa
mengkaji bagaimana mekanisme pengendalian aset dan kepatuhan organisasi memengaruhi
implementasi standar tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif yang
lebih komprehensif dengan menganalisis keterkaitan antara penguasaan aset konsesi,
kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan praktik penyajian laporan keuangan pada
perusahaan jasa kepelabuhan. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memperkaya literatur
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mengenai implementasi ISAK 16 melalui pendekatan teoritis yang lebih integratif, sehingga
tidak hanya menjelaskan apakah perusahaan telah menerapkan standar secara tepat, tetapi
juga mengungkap dari aspek perilaku yang mendasari penerapan tersebut. Sejalan dengan
pandangan Faishol dan Putra (2024), kepatuhan terhadap standar akuntansi yang baik akan
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan auditor
terhadap manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan penerapan ISAK
16 dalam pengakuan aset konsesi pada perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan
kepelabuhan dan pengerukan yang menjadi klien KAP XYZ. Secara lebih spesifik, penelitian
ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, mengidentifikasi bagaimana praktik pengakuan
aset konsesi diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Kedua,
menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ISAK
16 serta dengan prinsip dasar teori pengendalian aset. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan
untuk memberikan rekomendasi penyelesaian yang relevan dan selaras dengan prinsip
akuntansi keuangan serta praktik audit profesional, sehingga hasil kajian ini dapat
memberikan kontribusi bagi peningkatan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan di
sektor jasa kepelabuhan.

Landasan Teori

Landasan analisis penelitian ini dibangun atas dua perspektif utama, yaitu teori
pengendalian aset (control approach) dan teori kepatuhan akuntansi (compliance theory),
dengan ISAK 16 sebagai kerangka normatif dalam mengevaluasi praktik akuntansi
perusahaan. Pemilihan kedua teori tersebut didasarkan pada karakteristik permasalahan
penelitian yang tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penerapan standar akuntansi,
tetapi juga menyangkut bagaimana organisasi menginterpretasikan dan menerapkan
standar tersebut dalam proses pengambilan keputusan akuntansi.
Teori pengendalian aset (control approach) yang dikemukakan Scott (Scott, 2019) dipilih
karena konsep utama dalam ISAK 16 bertumpu pada prinsip pengendalian (control) sebagai
dasar pengakuan aset. Menurut teori ini, suatu aset hanya dapat diakui apabila entitas
memiliki kemampuan untuk mengendalikan manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan
oleh aset tersebut. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis apakah
perusahaan operator dalam perjanjian konsesi benar-benar memenuhi kriteria
pengendalian atas infrastruktur yang dikelolanya atau hanya memiliki hak untuk
mengoperasikan aset milik pemerintah. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak
hanya menilai kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap standar, tetapi juga menjelaskan
alasan konseptual di balik pengakuan atau tidak diakuinya suatu aset.
Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan akuntansi (compliance theory)
sebagai perspektif pelengkap untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi
implementasi ISAK 16 dalam praktik. Teori kepatuhan beranggapan bahwa kepatuhan
terhadap standar akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga
oleh tekanan institusional, budaya organisasi, persepsi risiko, dan pertimbangan ekonomi
dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teori ini dipilih untuk menjelaskan
mengapa perusahaan dapat saja belum menerapkan ISAK 16 secara penuh meskipun
ketentuan tersebut telah berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menganalisis
implementasi standar tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek perilaku
organisasi.
Sebagai kerangka normatif, penelitian ini menggunakan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi
Jasa sebagai acuan utama dalam mengevaluasi perlakuan akuntansi atas aset konsesi.
Berdasarkan ISAK 16 paragraf 5, operator tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap
apabila pemerintah mengendalikan jasa yang diberikan serta manfaat ekonomi residu dari
aset tersebut. Sebaliknya, operator mengakui hak atas imbalan sebagai aset keuangan
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apabila memiliki hak kontraktual untuk menerima kas dari pemerintah, atau sebagai aset
tidak berwujud apabila memperoleh hak untuk memungut imbalan langsung dari pengguna
jasa. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip substance over form, yaitu pengakuan
aset didasarkan pada substansi ekonomi dan pengendalian, bukan semata-mata pada
kepemilikan hukum.

PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 73 tentang Sewa, serta ISA 540 mengenai Estimasi
Akuntansi digunakan sebagai standar pendukung dalam analisis. PSAK 16 memberikan
kriteria pengakuan aset tetap berdasarkan pengendalian manfaat ekonomi masa depan,
PSAK 73 memberikan dasar identifikasi hak-guna (right-of-use asset) dalam kontrak yang
mengandung unsur sewa, sedangkan ISA 540 menjadi acuan bagi auditor dalam
mengevaluasi kewajaran Kklasifikasi dan estimasi aset yang melibatkan pertimbangan
profesional. Kombinasi antara teori pengendalian aset, teori kepatuhan akuntansi, dan
kerangka normatif tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan tidak hanya apakah
perusahaan telah menerapkan ISAK 16 secara tepat, tetapi juga mengapa penerapan
tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono,
2024), karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penerapan ISAK
16 dalam konteks nyata pada satu entitas spesifik. Pendekatan ini dipilih untuk menggali
praktik akuntansi yang diterapkan pada perusahaan jasa kepelabuhan dan pengerukan serta
menilai kesesuaiannya dengan teori dan standar akuntansi yang berlaku. Desain penelitian
bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak melakukan intervensi terhadap objek
penelitian, melainkan mendeskripsikan kondisi aktual dan menganalisisnya berdasarkan
kerangka teori pengendalian aset dan teori kepatuhan akuntansi.
Partisipan penelitian terdiri atas lima informan kunci yang dipilih menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu individu yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung
dalam proses pelaporan keuangan dan audit. Informan tersebut meliputi Accounting
Manager (Bapak A), Direktur Keuangan (Bapak C), Auditor Senior dan Auditor Junior dari
KAP XYZ, serta Supervisor Internal Audit perusahaan. Pemilihan informan didasarkan pada
pengalaman, peran, dan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan akuntansi
terkait penerapan ISAK 16.
Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun untuk
mengeksplorasi pemahaman, kebijakan, dan praktik pengakuan aset konsesi. Data primer
diperoleh melalui wawancara daring dan tatap muka, sedangkan data sekunder diperoleh
dari laporan keuangan, dokumen audit, kontrak konsesi, dan kebijakan akuntansi internal
perusahaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode
dengan membandingkan informasi hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen
pendukung.
Analisis data dilakukan secara bertahap mengacu pada model Miles dan Huberman
(Creswell, 2014). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses mentranskripsikan hasil
wawancara, menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian
melakukan proses pengkodean (coding) terhadap data berdasarkan tema-tema seperti
pengakuan aset konsesi, pengendalian aset, kepatuhan terhadap ISAK 16, dan pertimbangan
profesional dalam penyusunan laporan keuangan. Tahap kedua adalah penyajian data (data
display), yaitu menyusun hasil pengkodean ke dalam matriks tematik sehingga hubungan
antarinforman, dokumen, dan ketentuan ISAK 16 dapat dibandingkan secara sistematis.
Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan pola,
kesamaan, dan perbedaan temuan dengan membandingkannya terhadap ketentuan ISAK 16
serta kerangka teori pengendalian aset dan teori kepatuhan akuntansi. Selama proses
analisis, peneliti juga melakukan verifikasi secara berulang terhadap data melalui proses
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triangulasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

a) Hasil

Bagian ini menyajikan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan lima
partisipan dari pihak perusahaan dan dua partisipan dari pihak auditor KAP XYZ. Analisis
dilakukan terhadap transkrip wawancara, dokumen laporan keuangan, serta catatan audit
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tiga tema wutama yang
merepresentasikan praktik dan permasalahan penerapan ISAK 16 dalam pengakuan aset
konsesi pada perusahaan jasa kepelabuhan dan pengerukan, yaitu: (1) praktik pengakuan
aset konsesi sebagai aset tetap, (2) keterbatasan pemahaman atas ISAK 16, dan (3)
pertimbangan manajerial terhadap dampak laporan keuangan.

Pengakuan Aset Konsesi sebagai Aset Tetap

Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan masih mencatat seluruh infrastruktur
pelabuhan, seperti dermaga, gudang, dan peralatan pengerukan, sebagai Aset Tetap -
Infrastruktur Pelabuhan. Seluruh partisipan menyampaikan bahwa kebijakan ini sudah
diterapkan sejak awal masa konsesi dan belum pernah direvisi. Mereka menilai pengakuan
tersebut wajar karena pembangunan aset sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan. Salah satu
partisipan menjelaskan:

“Kami mencatat fasilitas pelabuhan sebagai aset tetap karena semua
pembiayaannya berasal dari perusahaan, bukan dari pemerintah.” (P01, Laki-
laki, 41 tahun, Accounting Manager).

Partisipan lain menguatkan pandangan tersebut dengan menekankan kontinuitas kebijakan
yang telah lama berlaku.

“Kebijakan itu sudah berjalan lama dan belum pernah direvisi, jadi kami masih
menggunakannya untuk laporan tahunan.” (P03, Perempuan, 37 tahun,
Supervisor Internal Audit).

Data dokumen mendukung hasil wawancara tersebut. Dalam laporan keuangan tahun 2023,
tercantum akun Aset Tetap - Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan senilai Rp785 miliar, tanpa
adanya pengungkapan mengenai status aset konsesi. Hal ini memperlihatkan bahwa
kebijakan pencatatan masih berorientasi pada kepemilikan fisik, bukan pada pengendalian
manfaat ekonomi sesuai ktentuan ISAK 16.

Keterbatasan Pemahaman atas Ketentuan ISAK 16

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar staf akuntansi dan manajemen
belum memahami secara memadai ketentuan ISAK 16. Sebagian besar informan mengaku
belum pernah mengikuti pelatihan terkait, dan pemahaman mereka masih didasarkan pada
praktik lama yang mengaitkan aset dengan sumber pembiayaan. Salah seorang staf
akuntansi menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Terus terang kami belum mendalami isi ISAK 16. Yang kami pahami, kalau aset
dibangun sendiri, otomatis masuk kategori aset tetap.” (P02, Laki-laki, 27
tahun, Staf Akuntansi).

Pernyataan senada disampaikan oleh asisten manajer keuangan yang menekankan
ketiadaan sosialisasi internal.

“Kami tahu ada aturan tentang konsesi jasa, tapi belum ada pelatihan internal

yang menjelaskan cara penerapannya.” (P04, Perempuan, 32 tahun, Asisten

Manajer Keuangan)
Temuan ini diperkuat oleh data dokumenter. Pedoman Kebijakan Akuntansi Internal terakhir
diperbarui pada tahun 2019 dan belum mencantumkan referensi terhadap ISAK 16. Dengan
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demikian, keterbatasan pemahaman ini berkaitan langsung dengan belum adanya
pembaruan kebijakan dan pelatihan internal yang memadai di lingkungan perusahaan.
Pertimbangan Manajerial terhadap Dampak Laporan Keuangan

Selain faktor pemahaman, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak
segera menerapkan ISAK 16 dipengaruhi oleh pertimbangan manajerial. Sebagian besar
partisipan menilai bahwa perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset konsesi
dapat berdampak pada total aset dan rasio keuangan, terutama rasio leverage. Seorang
direktur keuangan menjelaskan alasan tersebut secara terbuka:

“Kalau aset pelabuhan diklasifikasikan ulang jadi aset tidak berwujud, nilai aset
total turun, dan bisa berpengaruh pada covenant bank.” (P05, Laki-laki, 46
tahun, Direktur Keuangan).

Pandangan ini juga dibenarkan oleh pihak akuntansi, yang menilai stabilitas laporan
keuangan menjadi prioritas utama.

“Manajemen memilih mempertahankan kebijakan lama supaya laporan
keuangan terlihat stabil dari tahun ke tahun.” (PO1, Laki-laki, 41 tahun,
Accounting Manager).

Sementara itu, pihak auditor eksternal mengonfirmasi bahwa rekomendasi untuk meninjau
kembali klasifikasi aset telah disampaikan dalam laporan audit sebelumnya, namun
perusahaan meminta waktu untuk menyesuaikannya.

“Kami sudah menyarankan penyesuaian sesuai ISAK 16, tapi manajemen
meminta waktu karena perubahan itu akan berdampak besar pada laporan
keuangan mereka.” (P06, Perempuan, 26 tahun, Auditor Senior).

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan terkait penerapan ISAK 16 tidak hanya
didasarkan pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga pada pertimbangan strategis dan
kepentingan keuangan perusahaan. Meskipun sebagian besar informan menunjukkan
keterbatasan pemahaman dan sikap menunggu, terdapat satu partisipan yang menyadari
perlunya perubahan kebijakan namun tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusinya.
Partisipan tersebut menyampaikan:

“Secara teknis kami tahu seharusnya sudah diubah sesuai ISAK 16, tapi kalau
direksi belum putuskan, kami tidak bisa mengubahnya.” (P02, Laki-laki, 27
tahun, Staf Akuntansi).

Kutipan ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara level operasional dan
manajerial, serta menunjukkan bahwa proses perubahan kebijakan akuntansi di perusahaan
sangat bergantung pada keputusan pimpinan.

Tabel 1. Ringkasan Tema dan Proporsi Partisipan

Tema Deskripsi Ringkas Jumlah Partisipan (n=5)  Proporsi
T Aset konsesi masih dicatat sebagai aset tetap 5 100%
T2 Pemahaman terhadap ISAK 16 terbatas 4 80%
T3 Pertimbangan dampak terhadap laporan keuangan 3 60%
Data negatif Menyadari perlunya perubahan tapi belum diterapkan 1 20%

Sumber: Data diolah, 2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan ISAK 16
dalam pengakuan aset konsesi. Infrastruktur pelabuhan masih diakui sebagai aset tetap
dengan alasan pembiayaan internal dan stabilitas laporan keuangan. Sebagian besar
partisipan belum memahami ketentuan ISAK 16 secara menyeluruh, sementara keputusan
untuk melakukan perubahan kebijakan masih sangat bergantung pada manajemen puncak.
Auditor telah memberikan rekomendasi penyesuaian, tetapi implementasi tertunda.
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Temuan ini mencerminkan kondisi faktual bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi di
sektor kepelabuhan masih bersifat parsial dan belum menyentuh tataran kebijakan
operasional.

b) Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa kepelabuhan dan pengerukan yang
menjadi objek studi belum menerapkan ketentuan ISAK 16 secara penuh dalam pengakuan
aset konsesi. Seluruh fasilitas pelabuhan masih diakui sebagai aset tetap meskipun
berdasarkan substansi ekonomi aset tersebut berada di bawah pengendalian pemerintah
sebagai pemberi konsesi dan akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian. Temuan ini
menunjukkan bahwa praktik akuntansi perusahaan masih lebih menekankan aspek
kepemilikan hukum (legal ownership) dibandingkan konsep pengendalian ekonomi
(economic control) yang menjadi dasar pengakuan aset dalam ISAK 16. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa prinsip substance over form belum sepenuhnya diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak hanya
berkaitan dengan kesalahan klasifikasi aset, tetapi juga mencerminkan adanya perbedaan
cara pandang dalam memahami konsep pengendalian aset sebagaimana diatur dalam
standar akuntansi.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak semata-
mata merupakan persoalan teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh proses pengambilan
keputusan dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan menyadari adanya
ketentuan ISAK 16, namun implementasinya belum dilakukan secara menyeluruh karena
terdapat kekhawatiran terhadap konsekuensi yang ditimbulkan terhadap penyajian laporan
keuangan. Perubahan Kklasifikasi aset dipandang berpotensi menurunkan total aset,
memengaruhi rasio keuangan, serta memberikan persepsi yang kurang menguntungkan
bagi investor, kreditur, maupun pemangku kepentingan lainnya. Temuan ini menunjukkan
bahwa keputusan akuntansi merupakan hasil kompromi antara kepatuhan terhadap standar
dengan kepentingan organisasi dalam mempertahankan stabilitas kinerja keuangan yang
ditampilkan dalam laporan keuangan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai ISAK 16
masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi standar. Sosialisasi yang
belum optimal, belum adanya pembaruan pedoman akuntansi internal, serta minimnya
pengalaman dalam menerapkan standar konsesi menyebabkan interpretasi terhadap ISAK
16 belum seragam di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan
kapasitas organisasi dalam menginternalisasikan perubahan standar ke dalam kebijakan
akuntansi perusahaan.
Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Isnandi dan Riyadi (2024) yang
menemukan bahwa operator proyek jalan tol di Indonesia masih mengakui aset
infrastruktur sebagai aset tetap meskipun secara substansi merupakan aset konsesi
sebagaimana diatur dalam ISAK 16. Kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa tantangan
penerapan ISAK 16 tidak hanya terjadi pada sektor tertentu, tetapi merupakan fenomena
yang juga ditemukan pada berbagai industri yang menggunakan skema konsesi. Namun
demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas dengan menunjukkan bahwa
ketidakpatuhan terhadap standar bukan hanya disebabkan oleh perbedaan interpretasi atas
ketentuan akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan strategis manajemen
mengenai dampak penerapan standar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan
demikian, penelitian ini memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan menempatkan
faktor organisasi sebagai salah satu determinan penting dalam implementasi ISAK 16.
Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Platias et al. (2025) yang
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menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi antara auditor dan manajemen sering kali
menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan standar akuntansi. Akan tetapi,
penelitian ini menemukan bahwa perbedaan tersebut tidak semata-mata berasal dari aspek
interpretasi teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomis dan
kelembagaan yang dihadapi perusahaan. Artinya, keputusan akuntansi dibentuk melalui
interaksi antara regulasi, kepentingan bisnis, serta persepsi para pengambil keputusan
terhadap konsekuensi ekonomi dari penerapan suatu standar. Temuan ini memperlihatkan
bahwa implementasi ISAK 16 merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan
hanya melalui pendekatan kepatuhan normatif.

Dari perspektif teori pengendalian aset (control approach) yang dikemukakan Scott (2019),
hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengakuan aset harus didasarkan pada
kemampuan entitas dalam mengendalikan manfaat ekonomi di masa depan, bukan semata-
mata pada kepemilikan hukum atas aset tersebut. Dalam konteks perusahaan jasa
kepelabuhan, hak operator terhadap aset dibatasi oleh ketentuan dalam perjanjian konsesi
sehingga perusahaan tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengalihkan kepemilikan
maupun menentukan penggunaan aset secara bebas. Oleh karena itu, pengakuan aset tetap
sebagaimana dilakukan perusahaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik
akuntansi dengan konsep pengendalian aset yang menjadi dasar penyusunan laporan
keuangan berbasis prinsip.

Sementara itu, teori kepatuhan akuntansi (compliance theory) memberikan penjelasan
bahwa kepatuhan terhadap standar tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi,
tetapi juga oleh tekanan institusional, persepsi risiko, budaya organisasi, serta kepentingan
ekonomi yang berkembang dalam perusahaan. Dewi et al. (2022) menjelaskan bahwa
organisasi cenderung menerapkan standar akuntansi secara optimal apabila manfaat yang
diperoleh dipersepsikan lebih besar dibandingkan biaya atau risiko yang ditimbulkan.
Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut karena keputusan perusahaan untuk
belum menerapkan ISAK 16 secara penuh lebih dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai
dampaknya terhadap posisi keuangan dan persepsi pemangku kepentingan daripada
semata-mata oleh kurangnya pengetahuan mengenai standar. Dengan demikian, kepatuhan
terhadap standar akuntansi dalam praktik bersifat adaptif dan kontekstual sehingga
implementasi regulasi memerlukan dukungan kelembagaan, komitmen manajemen, dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman mengenai
implementasi ISAK 16 melalui integrasi teori pengendalian aset dan teori kepatuhan
akuntansi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada
aspek kepatuhan terhadap ketentuan standar, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
ISAK 16 merupakan hasil interaksi antara faktor teknis, faktor organisasi, dan pertimbangan
ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif
dalam menjelaskan mengapa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan standar
akuntansi meskipun regulasi telah tersedia.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap kebijakan akuntansi terkait aset konsesi agar selaras dengan
ketentuan ISAK 16. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan,
penyusunan pedoman akuntansi internal yang lebih spesifik, serta peningkatan koordinasi
antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal menjadi langkah penting untuk
meningkatkan kualitas implementasi standar. Selain itu, auditor diharapkan tidak hanya
berperan sebagai pihak yang mengevaluasi kepatuhan terhadap standar, tetapi juga sebagai
mitra strategis yang memberikan pendampingan dalam proses transisi penerapan standar
akuntansi sehingga kualitas pelaporan keuangan dapat meningkat secara berkelanjutan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah partisipan masih terbatas
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sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang
menerapkan skema konsesi. Kedua, penelitian hanya menggunakan pendekatan kualitatif
sehingga belum mengukur secara kuantitatif dampak penerapan ISAK 16 terhadap kinerja
keuangan maupun rasio keuangan perusahaan. Ketiga, penelitian berfokus pada satu studi
kasus sehingga karakteristik organisasi lain yang memiliki model konsesi berbeda belum
dapat terakomodasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan
pendekatan mixed methods dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai
sektor konsesi agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
faktor-faktor yang memengaruhi implementasi ISAK 16 serta dampaknya terhadap kualitas
pelaporan keuangan.

Simpulan dan saran

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan ISAK 16 dalam pengakuan aset konsesi pada
perusahaan jasa kepelabuhan dan pengerukan belum sepenuhnya terlaksana, sebagaimana
ditujukan dalam rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh
partisipan perusahaan masih mencatat aset konsesi sebagai aset tetap, karena dipandang
sebagai aset yang dibangun dan digunakan secara langsung oleh perusahaan. Temuan ini
mengindikasikan adanya kesenjangan substantif antara praktik yang dilakukan dan prinsip
pengendalian aset sebagaimana diatur dalam ISAK 16, yang menegaskan bahwa aset konsesi
tidak boleh diakui sebagai aset tetap apabila manfaat ekonominya dikendalikan oleh
pemerintah. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan pemahaman
terhadap ISAK 16 serta pertimbangan manajerial terhadap dampak laporan keuangan
menjadi faktor utama penyebab keterlambatan implementasi standar. Manajemen
cenderung menunda penerapan karena khawatir perubahan klasifikasi akan menurunkan
nilai aset dan memengaruhi rasio keuangan. Meskipun auditor telah memberikan
rekomendasi penyesuaian, kebijakan belum berubah karena belum ada keputusan strategis
dari direksi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan akuntansi
dalam konteks aset konsesi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh
tekanan organisasi dan kepentingan ekonomi.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu akuntansi,
khususnya dalam kajian penerapan standar akuntansi sektor publik dan jasa:

1) Kontribusi teoretis: penelitian ini memperkuat penerapan teori pengendalian aset
(control approach) dalam konteks sektor jasa kepelabuhan, menunjukkan bahwa
pengakuan aset harus mempertimbangkan substansi pengendalian, bukan hanya
kepemilikan hukum. Temuan ini menambah bukti empiris terhadap relevansi teori
tersebut di luar konteks infrastruktur jalan tol yang sebelumnya lebih sering diteliti.

2) Kontribusi empiris: penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan
menghadirkan bukti lapangan terkait penerapan ISAK 16 pada industri kepelabuhan dan
pengerukan sektor yang jarang dikaji secara mendalam di Indonesia. Hasilnya
memperluas pemahaman tentang tantangan implementasi standar akuntansi di entitas
yang menjalankan kerja sama dengan pemerintah.

3) Kontribusi praktis: penelitian ini memberikan dasar bagi praktik audit dan kebijakan
akuntansi perusahaan, dengan menegaskan pentingnya pelatihan internal, pembaruan
pedoman akuntansi, serta kolaborasi aktif antara auditor dan manajemen agar
penerapan ISAK 16 dapat berjalan sesuai dengan prinsip true and fair presentation.

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk
penelitian dan praktik mendatang:

1) Eksplorasilongitudinal: studilanjutan dapat dilakukan secara longitudinal untuk menilai
proses perubahan kebijakan akuntansi setelah penerapan ISAK 16 dan dampaknya
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terhadap posisi keuangan perusahaan dalam jangka waktu beberapa tahun.

2) Perluasan sampel: penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak
entitas pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, agar diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif dan hasil yang dapat digeneralisasikan.

3) Pendekatan kuantitatif-komparatif: diperlukan penelitian dengan metode kuantitatif
untuk mengukur dampak numerik dari perubahan klasifikasi aset terhadap rasio
keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga hasilnya dapat memperkaya bukti empiris
tentang efek implementasi ISAK 16.

4) Kajian perilaku organisasi: penelitian mendatang juga dapat menelusuri pengaruh
budaya organisasi, tekanan regulasi, dan etika profesional auditor dalam proses
pengambilan keputusan akuntansi, guna memahami dinamika kepatuhan standar secara
lebih mendalam.
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